BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,

wa setiap anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda
erus cita-cita perjuangan bangsa dengan ciri, sifat khusus,
peran strategisnya, berhak atas kelangsungan hidup,
uh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
rasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam
o-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban
kebijakan nasional dalam penyelenggaraan
Anak di Daerah, yang diwujudkan melalui
Kabupaten Layak Anak;

ndang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
Daerah Tingkat II di Sulawesi

nesiaTahun 1959 Nomor 74,

blik Indonesia Nomor 1822);

Nomor 4 Tahun 1979
an Negara Republik
Lembaran Negara

3 Tahun 1997
blik Indonesia
Republik

n 1999



23 Tahun 2002
Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4235), sebagaimana telah diubah

Repliblit Indo-neSia jr dengan Undang-Undang Republik
beberapa kali ter Penetapan Peraturan

Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2016
tentang Perubanan tang Perlindungan An

Indonesia Nomor 23 B Republik Indonesia

Menjadi Undang-Undang gara Republik

Tahun 2016 Nomor 237,

Indonesia Nomor 5882);

7. Undang-Undang Republik Indones!
tentang  Pembentukan Peraturarn

nesia T

(Lembaran Negara Republik Indones
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon

~ 8. Undang-U plik Indonesia Nomo :
’ ang-Undang Repu Negara Republik

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
244, Tambahan Lembaran Negara

blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
sia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
.merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

»nesia Nomor 5679);

i Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

s Pembentukan Produk Hukum Daerah
k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
dengan Peraturan Menteri Dalam
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Menteri Dalam Negeri Republik
tentang Pembentukan Produk
lik Indonesia Tahun 2018

6. Undang-Undang Republi.k Indor:f‘:iib::an;or
tentang Perlindungarn ak

Indonesia 2002 Nomor 109,

ti Undang-

Kedua Atas
2 ten

gara
Tambahan Lembaran Ne
a Nomor 12 Tahun 2031
Pcrundang-U,nd_anga.n
ahun 2011 Nomor 82,
esia Nomor 5234);

r 23 Tahun 2014

1donesia Tahun 2014 Nomor

Perempuan dan
or 13 Tahun 2011
ota Layak Anak



tujuan Bersamg

AT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan

BUPATI JENEPONTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

intahan
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye.lenggara P emeﬁenj o
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcnntahan_ yang '
kewenangan daerah otonom.

n cyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga pe;vy\téhan_r;g;h. ol
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerint R i
Bupati adalah Bupati Jeneponto. | g . Perw &
Perangkat Daerah adalah unsur pembantuB“Pa“ dm;lez;‘:m Al
Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam ‘ PCYE, S |

bidang peny: enggara.an




i 2 Wali adalah
m i ‘
, fungsi ang Tui:luSla atau badan yang dalam kenya
13. Kel
atallia;gla aflélf‘nh Unit terkecil dalam masyarakat yang
ami istrj dan
atau keluarga anaknya, atau ayah dan

Sedarah dalam garis lurus ke
dengan derajat ke-tiga.

14. Masyarakat gaq

alah perseorangan, keluarga,
dan/atau organ

isasi kemasyarakatan. |
15. Desa Layak Anak adalah pembangunan ¢
sumber daya pemerintah desa yang
dalam rangka mempromosikan, melis
hak Anak, yang direncanakan ¢
16. Sekolah Ramah Anak ad 5“‘ :
dan memenuhi hak-hak
Secara terencana dan b

17. Fasilitas Pelayanan




BAB III _
MAKSUD pAN TUJUAN
Pasal 3

"'88araan  Kabupaten Layak AD

acrah dalam menentukan dan
engan Hak An ale .

yang peduli terhadap hak, k
Sehingga Anak tumbuh
kepada Tuhan Yang M
kreatif, mandiri, dan
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Tanggung Jawab Pemerintah
Peran St Pasal 13
S9saliol o (4) & Jawab Pemerintah Daerah seba
Yaity: uruf a dalam upaya mengemban
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gkan kebji;
Pemenuhan ebij

Hak Anak;
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b.

melibatkan forum

Anak dan/atau kelompok
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kepentingan dalam rangka implement
kegiatan berkaitan dengan peme [
menyediakan data Anak te
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menganalisis situasi

melibatkan lem
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan perkembang

secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Dunia Usaha,

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak

asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, melalui
Anak dengan memberikan

upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, melalui
r daya segenap pemangku kepentingan

pengintegrasian komitmen dan sumbe
dalam kebijakan, program dan

secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

Pengintegrasian komitmen dan sumber daya ini memeroleh pengaturannya

secara hukum sehingga memiliki landasan yuridis penyelenggaraannya di Daerah,

melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah tidak
membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham
politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fistik maupun
psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu
menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan
utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.










